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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan system penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan legitimate
merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good
Governance). Pengembangan tersebut baru akan terwujud jika seluruh OPD mampu menyusun
perencanaan dan meloporkan hasil pekerjaan dengan baik dan terukur Dalam penyusunan
perencanaannya OPD diwajibkan menyusun rencana strategis lima tahunan yang selanjutnya
dijabarkan kedalam rencana tahunan.

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung telah menyusun Rencana
Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan selama lima tahun yang akan datang. Pelaksanaan tugas
tersebut ditujukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam renstra dan juga mencapat
target yang ditetapkan dalam RPJMD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Renstra dijabarkan
ke dalam Rencana Kerja yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun
rencana. Penyusunan Rencana Kerja OPD, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini
secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
(Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan
daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang
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Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 -2014 dan Peraturan Presiden Nomor 2
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
tahun 2015 -2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Neger1 Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten KlungkungNomor 6 Tahun 2010'Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2005
— 2025,

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkyung Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 13 Desember
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;



19 Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Koperas;, UKM dan PerdaganganKabupaten Klungkung Tahun
2021 dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah dalam rangka perwujudan good and clean governance, disamping itu sebagai
kerangka serta arah pembangunan untuk Tahun 2021 Sedangkan tujuan penyusunan Rencana
Kerja ini antara lain adalah
1  Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Klungkung Tahun 2021,
2. Terwwudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan,
3 Meyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan Kabupaten Klungkung guna menciptakan perencanaan pembangunan
yang terpadu untuk tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
11 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
13 Maksud dan Tujuan

14 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB Il EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun sebelumnya dan Capaian Renstra OPD,
memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun
sebelumnya (2019) perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada
APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD
sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OrPD tahun-tahun

sebelumnya.
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Analisis Kinerja Pelayanan Renja OPD, beristkan kajian terhadap capaian
kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan
dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6
tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Jenis indikator
yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta

ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenat

24

2.5

2.6

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan
pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Tantangan dan peluang serta
formulasi 1su-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang
direncanakan.

Review Rancangan Awal RKPD sebagai perbandingan pelaksanaan Rencana
Kerja yang sudah berjalan dengan Perencanaan Rencana Kerja Perangkat
Daerah.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat berdasarkan usulan para
pemangku kepentingan.

Pemetaan program kegiatan renstra dengan nomenklatur program kegiatan dan

sub kegiatan Permendagri 90 Tahun 2019

BAB Il TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

31

32

33

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana maksud, yaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungst OPD

Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai. faktor-faktor yang
menjadi  bahanpertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,
rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan
kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD,baik jenis

program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.



BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun sebelumnya (Tahun
2019) melaksanakan 2 (dua) bidang urusan yaitu urusan wajib bukan pelayanan dasar Bidang
Urusan Koperas: dan Usaha Kecil Menengah, urusan pilihan Bidang Urusan Perdagangan. Dua
Bidang Urusan d1 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada Tahun 2019 dilaksanakan dalam
5 Program dan 19 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 17 707 050.105,47

Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Tahun 2019 dilaksanakan dalam
4 Program dan 15 Kegiatan dan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3 055.203 027,00
Bidang Urusan Perdagangan pada Tahun 2019 dilaksanakan dalam 1 Program dan 4 Kegiatan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.651 847 078.47 Di tahun 2019 Dinas Koperasi, UKM
dan Perdagangan merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 2018-2023 Sumber daya manusia serta ketersediaan
sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana.
Sementara 1tu untuk mengukur pelaksanaan kegiatan sebelumnya dikutip dari target Kinerja di
tahun 2019, dimana dapat disimpulkan beberapa pokok-pokok materi antara lain

1 Realisas1 program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan.

2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan.

3 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja
program/kegiatan

4 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD

5 Kebyakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi

faktor-faktor penyebab tersebut.

-

Pokok-pokok materi tersebut dijabarkan dari Tabel Rekapitulast Evaluasi Hasil
Pelaksanaan Renja OPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dan Pencapaian Renstra OPD
Dinas Koperasi, UKM dan PerdaganganTahun 2019 Kabupaten Klungkung , dan Perkiraan
Realisasi Kegiatan Tahun 2019, yang tercantum dalam tabel 2.1 |






Dan hasil evaluasi terhadap tabel 2.1 diatas maka dapat disimpulkan beberapa pokok-
pokok materi antara lain
A. Kinerja Keuangan (Serapan Anggaran)
Persentase capaian serapan anggaran secara keseluruhan program sudah cukup optimal yaitu
sebesar 93,15%. Namun masih ada kegiatan yang belum optimal dalam capaian serapan
anggaran yaitu  Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi dengan
realisasi sebesar 73,76%. Hal i disebabkan karena realisasi jam pelajaran (JPL) dari yang
direncanakan jauh berkurang yang diakibatkan oleh pelaksanaan pelatihan mundur dar1 yang
direncanakan awal serta sisa anggaran Perjalanan dinas, dimana pelaksanaan kegiatan

pembinaan ke Nusa Penida dan ke luar daerah Bali disinergikan.

B. Kinerja Fisik (output)

Untuk kinerja fisik (output) sudah optimal semua kegiatan dapat terlaksana dengan capaian

rata-rata di atas 90%.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dalam Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

terdapat capaian kinerja pelayanan yang harus di kaji berdasarkan indikator kinerja yang telah
ditetapkan, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008
(tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 (tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota). Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan
tugas dan fungsi masing-masing OPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan kinerja pelayanan. Pada pembahasan Sub Bab mi disajikan tabel analisis
pencapaian kinerja pelayanan OPDDinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten
Klungkung disesuaikan dengan target yang terdapat dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan 2013-2018 dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.






2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD.

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapt Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan Kabupaten Klungkung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sebagai
berikut
1 Keterampilan pegawai perlu ditingkatkan terutama kemampuan memformulasikan dan
mengimplementasikan program-program dalam konteks Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan.

2. Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kabupaten Klungkung masih perlu ditingkatkan.

3 Kapasitas lembaga Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung

masih perlu ditingkatkan.

4 Adanya kesemjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan

banyaknya rencana kegiatan.

Dalam Pengembangan pelayanan OPD perlu dilakukan analisa terhadap berbagai
kemungkinan yang terjadi baik melalu1 analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan
Eksternal, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD berdasarkan Analisa
SWOT memperlihatkan Analisis Lingkungan Internal dan Ekternal, dapat diuraikan sebagai
berikut
Analisis Lingkungan Internal

Berbagai langkah yang telah diupayakan selama ini, diantaranya telah mampu memberikan
pondasi-pondasi sebagai kekuatan yang menjadi modal dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Koperas;, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung di masa mendatang. Disisi lain,
berbagai sisa permasalahan sebagai kelemahan masih melekat pada keberadaan dan fungs:
kelembagaan Dinas Koperas;, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung yang perlu
diantisipasi dalam mendukung keberhasilan atas apa yang akan dicapai dimasa mendatang.
Berdasarkan hasil identifikasi, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut: _
a. Kekuatan (Strenght)

Modal atau landasan utama yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan di masa
mendatang yang terdapat pada sisi kelembagaan Dinas Koperasi, UKM dan

Perdagangan Kabupaten Klungkung sebagai suatu kekuatan meliputi.
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1 Komitmen pimpinan dan jajaran aparat dalam mewujudkan kinerja pelaksanaan tugas
dan fungst Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, sebagai
bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih,

2. Telah terjalinnya hubungan kerja dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik lembaga
pemerintahan maupun non pemerintahan dalam penyelenggaraan perkoperasian,
UMKM, perindustrian dan perdagangan.

3 Jumlah aparatur yang memadai.

4. Adanya Kelembagaan Dinas Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan.

b. Kelemahan (Weakness)

Hambatan dan kendala yang terdapat pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Kabupaten Klungkung yang perlu di antisipas: dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

pada masa mendatang meliputi.

1 Kompetenst SDM relatif belum memadai. Dalam penyelenggaraan tugas dan
kewenangan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di wilayah
Kabupaten Klungkung mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga
selain jumlah yang memenuhi kebutuhan diperlukan juga kemampuan teknis atau
kualitas sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu selain melalui
penambahan jumlah aparatur sebagaimana program Pemerintah, juga perlu dilakukan
upaya peningkatan kemampuan dan profesionalisme melalui diklat-diklat dan
beasiswa pendidikan formal.

2. Sarana dan prasarana kerja belum memadai. Dukungan fasilitas kerja berupa sarana
dan prasarana sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga
keterbatasan sarana prasarana kerja sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu perlu mewujudkan
ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai.

3 Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan di bidang Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan. Pelayanan sektor Koperasi, UKM dan Perdagangan
memerlukan penyediaan sarana dan prasarana yang memada.i, sehingga untuk
mewujudkan fungsi pelayanan dimaksud maka diperlukan dukungan anggaran
pembangunan untuk penyediaan sarana dan prasarana dimaksud baik melalui APBD

maupun APBN . '
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b. Ancaman (Treath)
Ancaman yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:
1 Kemampuan daya dukung prasarana jalan rendah, mengakibatkan percepatan
distribusi rendah,
. Kurangnya fasilitas pendukung ,
Seringnya terjadinya perubahan produk hukum nasional,

. Persaingan yang makin ketat pada era globalisasi

[V B R I

Cepatnya perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perlunya penyesuaian
dan antisipast yang cepat dan tepat, baik dari sist SDM dan dukungan sarana/
prasarana,

6. Belum meratanya pelayanan jasa telekomunikasi di daerah pedesaan, mengakibatkan
terhambatnya akses dan kelancaran komunikasi serta pertumbuhan perekonomian

pedesaan,

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam membandingkan pelaksanaan Renja SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun
2019 terdapat beberapa Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan Perencanaan dalam
RKPD, hal tersebut dikarenakan analisa kebutuhan anggaran yang kurang tepat, yaitu terdapat
rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam Rancangan Awal RKPD atau
program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda dan juga akibat adanya penyesuaian
dengan perubahan nomenklatur Program dan Kegiatan menyesuaikan dengan Pemendagri 90
tahun 2019

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
melaksanakan Program dan Kegiatan tahunan, dalam Program dan Kegiatan tersebut salah
satunya berdasarkan usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompokdmasyarakat terkait
langsung dengan pelayanan, dari LSM, Asosiasi-asosiasi, pergutruan tinggi maupun dari usulan
OPD Kabupaten, dan berdasarkan hasil pengumpulan informas: ,penelitian lapangan serta

pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten, .
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2.6. Pemetaan program kegiatan renstra dengan nomenklatur program kegiatan dan sub

kegiatan Permendagri 90 Tahun 2019

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renmja) untuk tahun 2021 perlu dilakukan
penyesuaian/mapping Program dan Kegiatan menyesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun
2019 Adapun proses mapping program dan kegiatan dilaksanakan saat Forum Organisasi
Perangkat Daerah. Untuk Dinas Koperasi hasil mapping dituangkan dalam Berita Acara Nomor
055/488/D1skop/2020 Hasil Pemetaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan

RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 seperti dalam lampiran.
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BAB I
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu yang menyangkut
arah dan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi OPD Kebijakan Nasional yang terdapat dalam Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

dan Kementerian Perdagangan dapat diuraikan sebagai berikut

Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Vist dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk

mendukung pencapaian Visi Presiden terpilih periode 2014-2019, sebagaimana tertuang di

dalam Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional (RPJMN) 2015-2019 sebaga1 berikut:

"TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN

BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"

Visi tersebut diwujudkan melalui tujuh Misi Pembangunan yaitu.

1 Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indones:a sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara
hukum.

3 Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

5 Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan
kepentingan nasional.

7 Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pelaksanaan ketujuh misi pembangunan nasional tersebut men;perhatikanStrategi
Pembangunan Nasional yang menggariskan hal-hal sebagai berikut:
1 Norma Pembangunan dalam periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.

b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh

menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan
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pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan
menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi
keleluasaanpelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini
dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan

mengganggu keseimbangan ekosistem.

2. Tiga Dimensi Pembangunan.
a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang

menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak

dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia
unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan
perilaku yang positif dan konstruktif Karena itu pembangunanmental dan karakter
menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga
pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif,
inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko, pekerja yang berdedikasi,
disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja,
serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi
pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.

b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas.

» Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi
kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara
berlebihan kepada negara lain.

s Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan denganmemanfaatkan
sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu- bara, dan tenaga air) dalam negeri.

» Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesiaharus dapat
dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

= Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam
dankeanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan
pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang
berbasiskan penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan

®

SDM vyang unggul.

16






6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa
Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektorstrategis ekonomi
domestik.

8 Melakukan revolusi karakter bangsa.

9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dar1 sembilan agenda prioritas Presiden tersebut di atas, tiga Nawa Cita menjadi prioritas
Kementerian Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam periode
2015-2019, yaitu.

Agenda ke-2: Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya yang mencakup upaya-upaya

yang diarahkan antara lain untuk:

* Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, meningkatkan pengelolaan dan
pelayanan informasi di lingkungan instanst Pemerintah Pusat, membuat laporan kinerja, dan
membuka akses informasi publik.

» Menjalankan agenda reformasi publik dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas
pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervise
atas kinerja pelayanan publik.

* Membuka ruang partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik.

Agenda ke-6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya

yang mencakup upaya-upaya yang diarahkan antara lain untuk:

» Membangun pasar tradisional sebanyak 5000 pasar tradisional di seluruhIndonesia dan
memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada.

* Membangun sejumlah Science dan Techno Park di daerah-daerah.

» Meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum tergarap dengan
baik tetapi memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi

nasional, yakni, industri manufaktur, industri pangan, sektor maritim, dan pariwisata.
Agenda Kke-7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik yang mencakup upaya-upaya yang diarahkan antara lain untuk:

» Mewujudkan kedaulatan pangan melalui pendirian Bank Petan1 dan UMKM
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Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM

Pencapaian visi Presiden dalam periode 2015-2019 oleh Kementerian Koperasi dan UKM akan

difokuskan untuk mendukung pelaksanaan Misi Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan

bangsa yang berdaya saing. Misi tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma
pembangunan yang difokuskan pada (i) perbaikan kualitas hidup masyarakat; (ii) pengurangan
ketimpangan, dan (iti) peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pelaksanaan misi dan norma-norma
pembangunan tersebut diharapkan dapat membangun dan memperkuat Dimensi Pemerataan dan

Kewilayahan yang mencakup dimensi pembangunan yang inklusif dan dapat memperkecil

kesenjangan antarkelompok pendapatan dan kesenjangan antar-wilayah.

Berdasarkan Visi dan Misi Presiden, Norma dan Dimensi Pembangunan, serta Nawa Cita, maka

disusun Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu.

“Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan

perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha,

kemandirian koperasi dan keterpaduan”

Tujuan tersebut menjadi landasan bagi penetapan Sasaran-sasaran Strategis Kementerian

Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019 Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui

upaya-upaya antara lain.

1 Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan
pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri,

2. Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya,

3 Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung koperasi dan UMKM
terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi,
intermediast pasar, dan kemitraan,

4. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor
perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat;

5 Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif
lainnya, i

6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan
kebijakan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan
usaha, dan ¢

7 Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat-daerah yang didukung peran dan

partisipasi pemangku kepentingan lainnya.
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Renstra Kementerian Perdagangan

Untuk mewujudkan Vist dan Misi pemerintahan yang dijembatani melalui misi

Kementerian Perdagangan, maka tujuan yang hendak dicapar dalam membangun sektor

perdagangan yaitu.

1 Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah danjasa,

2. Peningkatan pengamanan perdagangan,

3 Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional,

4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;

5 Pemingkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa,

6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri,

7 Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri(PDN);

8. Optimalisas: /penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;

9 Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan

10
11

12.

13
14

barang penting;

Peningkatan perlindungan konsumen,
Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha,
Peningkatan kualitas kinerja organisast,
Peningkatan dukungan kinerja perdagangan,

Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmoms dan berbasis kajian,

Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Perdagangan  dalam

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing

tujuan yang telah dipaparkan di atas, secara umum dapat dilihat sebagai berikut:

L

2.

Peningkatan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa.
Sasaran yang ingin dicapa: dalam peningkatan ekspor barang non migas yang bernila
tambah dan jasa adalah meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang
bernilai tambah dan jasa.Indikator kinerja meningkatnya pertumbuhan ekspor barang
nonmigas yang bernilai tam bah dan jasa yang digunakan adalah sebagi berikut:

a. Pertumbuhan ekspor nonmigas,

b. Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor; dan

¢. Pertumbuhan ekspor jasa.

Peningkatan Pengamanan Perdagangan.
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Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan perdagangan adalah meningkatnya
pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional untuk mendukung daya saing
produk Indonesia baik di pasar domestik maupun internasional. Indikator yang
digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya pengamanan perdagangan dan
kebijakan nasional adalah sebagai berikut:

a. Persentase penanganan kasus dalam rangka pengamanan ekspor;

b. Persentase pengamanan kebijakan nasional di dunia internasional,dan

c. Presentase pemahaman terhadap hasil kerja sama perdagangan internasional.

3. Peningkatan Akses dan Pangsa Pasar Internasional
Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan akses dan pangsa pasar internasional
adalah.
1 Meningkatnya diversifikas1 pasar dan produk ekspor;
Indikator yang digunakan untuk mengukur meningkatnya diversifikasi pasar dan
produk ekspor adalah.
a. Pertumbuhan ekspor non migas produk (komoditi) utama,
b. Pertumbuhan ekspor non migas produk (komoditi) prospektif;
¢. Pertumbuhan ekspor non migas ke pasar utama,
d. Pertumbuhan ekspor non mugas ke pasar prospektif;
2. Menurunnya hambatan akses pasar (tanf dan non tarif).
Indikator yang digunakan untuk mengukur menurunnya hambatan akses pasar (tarif dan
non tarif) adalah.
a. Penurunan index Non - Tanff Measures (baseline tahun 2013 berdasarkan data WTO)
b. Penurunan rata-rata terbobot tarif di negara mitra (perbedaan dari baseline 2013),

¢. Pertumbuhan nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal Preferensi

4. Pemantapan Promosi Ekspor danNation Branding

Sasaran yang ingin dicapai dalam melakukan pemantapan promosi ekspor dan nation

branding adalah.

1 Meningkatnya promosi citra produk ekspor (nation branding), -
Bagaimana sebuah negara dipersepsikan oleh negara-negara lain, dapat memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap bisnis, perdagangan, turisme, bahkan juga terhadap
hubungan diplomasi, budaya, dan hubungan antarnegara lainnya.Oleh karena itu, upaya
perbaikan citra Indonesia menjadi agenda yang penting bagi Kementerian

Perdagangan.Citra  suatu negara di dunia internasional biasanya diukurmelalui
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pusat promost di dalam dan luar negeri sebanyak 8 lembaga/kantor/pusat promosi.Setiap
tahunnya Kementerian Perdagangan menyelenggarakan pelatihan bagt para pelaku usaha
yang belum dapat mengekspor produknya. Dengan pelatihan ini diharapkan para pelaku
usaha lokal dapat menjadi eksportir, sehingga dapat meningkatkan jumlah ekspor
Indonesia. Kementerian Perdagangan menargetkan persentase PMKM (pedagang mikro
kecil dan menengah) peserta pelatihan ekspor yang menjadi eksportir baru meningkat
sebesar 10 persen pada tahun2015 dan pada tahun 2019 meningkat sebesar 15 persendari

tahun sebelumnya.

5. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Impor Barang danJasa
Sasaran yang mgm dieapat dalam peningkatan efektivitas pengelolaan impor
barang dan jasa adalah meningkatnya efektivitas pengelolaan impor Pengelolaan
Impor dalam rangka mencapai surplus neraca perdagangan memerlukan mstrumen berupa
kebijakan yang bertujuan menstabilkan ataupun menjaga neraca perdagangan serta
dalam rangka menciptakan iklim perdagangan luar negert dan dalam negeri yang
kondusif Meningkatnya efektivitas pengelolaan impor dimaksud adalah utamanya dalam
mengelola impor untuk baik dalam rangka peningkatan ekspor ataupun penguatan pasar
dalam negeri. Indikator yang digunakan untuk mengukur meningkatnya efektivitas
pengelolaan ekspor adalah Penurunan pangsa impor barang konsumsi terhadap total
umpor.Dengan meningkatkan efektivis pengelolaan impor diharapkan pangsa impor barang
konsumsi terhadap total impor akan semakin menurun. Kementerian Perdagangan
menargetkan penurunan pangsa impor barang konsums: terhadap total impor pada tahun

2015 adalah sebesar 7 persen dan tahun 2019 sebesar 6,0 persen.

6. Pengintegrasian dan Perluasan Pasar Dalam Negeri

Sasaran yang ingin dicapai dalam menguatkan pasar dalam negeri adalah.

1 Meningkatnya pertumbuhan PDBsektor perdagangan,
Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya pertumbuhan PDB
sektor perdagangan adalah pertumbuhan PDB sub kategori Perdagangan Besar dan
Eceran, bukan mobil dan sepeda motor Pertumbuhan PDB sektor perdagangan tidak
terlepas dar1 kondisi perekonomian nasional yang sangat dipengaruhi oleh berbagai hal,
di antaranya adalah konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah. Oleh karena itu,
meningkatnya daya beli masyarakat dan pengeluaran pemerintah dapat mendorong laju
pertumbuhan konsumsi nasional sehuigga memacu pertumbuhan perekonomian

nasional. Sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN2015-2019, pertumbuhan
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perekonomian nasional yang diukur melalui pertumbuhan PDB pada tahun 2015
diperkirakan mencapai 5,8 persen. Ekspektasi pertumbuhan tersebut ditunjang dengan
pengeluaran konsumsi masyarakat yang mencapat 5,4 persen dan pengeluaran pemerintah
sebesar 4,0 persen. Selanjutnya, pertumbuhan PDB nasional diproyeksikan akan
mengalami pemngkatan menjadi sebesar 8 persen pada tahun 2019 Hal ini ditopang
dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat sebesar 5,9 persen dan pengeluaran pemerintah
sebesar 6,2 persen pada tahun2019 Mempertimbangkan beberapa hal d1 atas, sepert1 yang
tercantum d1 dalam RPJMN 2015-2019 target pertumbuhan PDB sub kategori Perdagangan
Besar dan Eceran, Bukan Mobildan Sepeda Motorpada tahun 2015adalah sebesar 5,0
persen. Selanjutnya pada pada tahun2019  pertumbuhan POB ril sub sektor
Perdagangan Besar dan Eceran diproyeksikan akan mengalami peningkatan menjadi
sebesar 8,2 persen.

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi dan logistik nasional.
Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya konektivitas distribusi
dan logistik nasional adalah.
a. Jumlah Pasar Rakyat Tipe A,
b. Jumlah Pasar Rakyat Tipe B,
¢. Jumlah Pusat Distribusi Regional (PDR);
d. Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat Tipe A yang telah direvitalisasi.
Target pembangunan pasar rakyat sesuai yang tertuang dalam RPJMNtahun 2015-2019
adalah sebanyak 5000 pasar Target pembangunan tersebut merupakan tugas bersama dari
beberapa Kementeriari/Lembaga, salah satunya adalah Kementerian Perdagangan.
Sebagai salah satu upaya untuk mencapai target dimaksud, selama periode 2015-2019
Kementerian Perdagangan memproyeksikan pembangunan pasar rakyat Tipe A sebanyak
67 - 100 pasar per tahun dan pembangunan pasar rakyat Tipe B sebanyak 70- 120 pasar per
tahun. Adapun jumlah Pusat Distribusi Regionalyang dibangun adalah sebanyak 2 Pusat
Distribusi Regtonal per tahun. Sementara itu, Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat
Tipe A yang telah direvitalisasi ditargetkan mengalami peningkzitan 10-20 persen

sepanjang periode 2015-2019

Prioritas Pembangunan Provinsi Bali

Isu-isu strategis yang menjadi tantangan dalam perencanaan pembangunan Bali yang

menjadi landasan penentuan prioritas pembangunan Propinsi Bali yaitu.
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3.3. Program dan Kegiatan

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2021 akan dicapar dengan
merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan
mampu membawa Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mencapai kinerja yang baik
sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Klungkung.

Dengan terjadinya pendemi Covid-19 yang berakibat pada pembatasan kegiatan dan
terserapnya anggaran cukup besar dalam penanganannya maka pagu untuk Rancangan Akhir
Renja 2021 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada Tahun 2021 melaksanakan 2 Bidang
Urusan dengan Total Pendanaan APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 16.691 921 003,00 dengan 13
Program dan 18 Kegiatan dan 22 sub kegiatan.

Bidang Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan dalam 8 Program, 11 Kegiatan, 15 sub
kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.345 653 054,00 sedangkan Urusan Pilihan
Bidang Perdagangan pada Tahun 2021 dilaksanakan dalam 5 Program, 7 Kegiatan dan 7 Sub
Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.346.267 949,00, menyesuaikan dengan pagu
yang di tetapkan oleh Baperlitbang sebagai hasil rapat TAPD.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 Dinas Koperasi,
UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung melaksanakan pemantauan pelaksanaan
kegiatan, melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara
berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Detail program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2021 baik dari sisi penganggaran
program, kegiatan maupun indikator program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:
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